101

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:

Amirudin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers.

Asri Wijayanti. 2013. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta:
Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar
Grafika.

Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar
Grafika.

Djaja S, dan Meliala. 2008. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan
Hukum Keluarga. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: PT Buku Kita,
Jakarta.

Hasanuddin Rahman. 2000. Legal Drafting. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

| Ketut Oka Setiawan. 2018. Hukum Perikatan Cetakan Ke 3. Jakarta: Sinar
Grafika.

J. Satrio. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.
Bandung: Citra Ditya Bakti.

Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.

Masruhan. 2013. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka.

Muhammad Abdulkadir. 2008. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko. 2011. Hukum Perjanjian : Asas
Proposiobalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.



102

Riduan Syahrani, 2006. Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung:
PT Alumni.

Sri Soedewi M.F. 2015. Hukum Perdata : Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty.
Subekti R. 2009. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Subekti. 1983. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta:
Liberty.

Titik Tri Wulan. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional.
Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018

Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

. Jurnal dan Lain-lain :

Mohammad Afnan Hisan. 2019. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Penggunaan
Tanda Tangan Elektronik di Indonesia”. Skripsi. Fukultas Hukum,
IImu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Tutwuri Handayani. 2009. “Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen
Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di



103

Indonesia”. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas
Diponegoro, Semarang.

Andalan, A.F, 2019, “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi
Teknologi Finansial”, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6.

Hudzaifah H, 2015, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian
Hukum Acara Perdata Indonesia”, e-Jurnal Katalogis, Vol.3 No.5.

Legal Banking, (2013, Mei), Dasar-dasar Hukum Perjanjian,
http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-
hukum-perjanjian, diakses pada tanggal 28 Oktober, pukul 15.53

. Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Manager bagian Legal PT.
Pelindo Daya Sejahtera pada hari Kamis pada tanggal 4 Maret 2021
pukul 13.32 WIB di Ruang bagian Legal PT. Pelindo Daya Sejahtera

Wawancara dengan Bapak Achamd Sidiq Jamaludin selaku staff Legal PT.
Pelindo Daya Sejahtera pada hari Kamis pada tanggal 4 Maret 2021
pukul 13.32 WIB di Ruang bagian Legal PT. Pelindo Daya Sejahtera


http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian
http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian

